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ABSTRAK 

PENERAPAN HAK ATAS INFORMASI TERHADAP PRODUK JAMU 

TRADISIONAL DI KABUPATEN KULON PROGO 

Permasalahan perlindungan konsumen di Indonesia bukan lagi permasalahan 
baru, terutama sejak diundangkannya UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. Oleh karena itu maka peraturan perundang-undangan rnaupun segala aspek 
yang berkaitan dengan hal tersebut belum banyak dipahami oleh sebagian masyarakat. 

Suatu informasi yang benar dan bertanggung jawab merupakan kebutuhan 
pokok konsumen sebelum ia dapat mengambil transaksi bagi pemenuhan kebutuhan 
hidupnya. Informasi yang setengah benar, menyesatkan atau bahkan informasi yang 
bersifat menipu dapat dan menimbulkan kerugian besar baik secara material maupun 
membahayakan keamanan dan kesehatan serta jiwa konsumen yang bersangkutan. Suatu 
informasi dikatakan setengah benar apabila informasi yang diberikan tersebut hanya 
memberikan informasi secara tidak penuh terhadap produk dan/jasa yang ditawarkan. 
Informasi m a n  menyesatkan dan bahkan menipu apabila informasi mengenai 
produk clan/ jasa yang ditawarkan sama sekali tidak memberikan informasi yang jelas- 
jelas sebenarnya tidak ada dalam produk dan/ jasa yang ditawarkan. 

Obat tradisionaVjamu sebagai salah satu barang yang sudah dianggap sebagai 
kebutuhan pokok masyarakat, hal ini juga disadari oleh produsen. Bagi produsen obat 
tradisionalljamu pencantuman informasi di kemasan produk mengenai khasiat dan 
manfaat produk yang dibuat merupakan hal penting sebagai pedoman bagi konsumen 
pengguna obat tradisional/jamu. Permasalahannya adalah kadangkala informasi yang 
dicantumkan tidak sesuai dengan realita, misalnya produk seolah-olah bersifat persuasif 
dengan menyatakan fakta-fakta yang berlebihan mengenai produk, terutama i n f o m i  
mengenai produk jamu. 

Sehubungan dengan ha1 ini maka tesis ini dimaksudh untuk memberikan 
gambaran mengenai praktek penerapan hak atas informasi produk jamu di Kabupaten 
Kulon Progo. Penelitian yang dilakukan ternyata menunjukkan bahwa produk-produk 
jamu yang beredar di pasaran belum memuat i n f o m i  yang lengkap dan akurat 
mengenai produk jamu. Informasi yang diberikan disampaikan secara berlebihan dalam 
arti menyampaikan data mengenai produk tersebut lebih dari sebenarnya, terutama dari 
segi penggunaan. Sehingga konsumen ham berhati-hati untuk melindungi dirinya sendiri 
meskipun berbagai peraturan dan perangkat telah tersedia 

Kata kunci : hak informasi, produk jamu, konsumen, produsen dan perlindungan 
konsumen. 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki kekayaan 

keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Kzanekaragaman hayati itu sebagian 

besar belum diketahui manfaatnya. Baiu sekitar 600 jenis tumbuhan, 1000 jenis 

hewan dan 100 jenis jasad renik yang telah diketahui potensinya dan di~nanfaatkan 

oleh masyarakat.' Kekayaan alam yang melimpah dan belum termanfaatkan secara 

optimal, mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan sebagai bahan 

pengembangan industri herbal medicine dan health food yang berorientasi ekspor. 

Kondisi lahan yang variatif tersedia muls~i lahan di daerah pantai hingga lahan 

peghnungan. Sebagian besar lahan yang ada belum termanfaatkan dengan baik. 

Berbagai produk alam seperti minyak atsiri, rempah-rempah dan biofarmaka-obat 

merupakan komoditas andalan ekspor Indonesia2. 

Industri jamu Indonesia saat ini mengalami tantangan yang cukup berat. 

Tantangan itu tidak saja berasal dari dalam negeri, tetapi juga berasal dari luar negeri, 

terutama memasuki era perdagangan bebas ASEAN (AFTA).~ Persaingan akan 

semakin ketat terutama dengan negara kompetitor yang mampu menjual produk 

dengan harga lebih mura.5. Negara yang potensial sebagai kompetitor antara lain Cina 

dan Malaysia. Cina lebih dahulu dikenal sebagai negara produsen jamu tertua di 

dunia. Harga jamu dari Cina jauh lebil;, murah dibandingkan jamu dari Indonesia. 

' http: www.google.com, diakses tangg~l2l  juli 2007 
Ibid 

3 Alois A. Nug~aha, Dari Erika Bisnis ke Dika Ekobisnis, Grasindo, Jakarta, 2001, halaman 
18 



Kondisi harga yang demikian itu dipastikan mengallcam kelangsungan industri jamu 

tradisional di ~ndonssia.~ 

Sementara tantangan dari dalam negeri berupa sikap dunia medis yang 

belum s:penuhnya menerima jamu dan obat-obatan t1,~disional untuk pengobatan. 

Merebaknya pemalsuan jamu maupun jamu yang bercampur dengan bahan kimia 

beberapa waktu lalu semakin menambah keraguan masyarakat akan khasiat dan 

hamanan j amu tradisional.' 

Fenomena persaingan usaha di pasar domestik sangat diwarnai oleh praktek 

persaingan kualitas, jasa dan harga. Situasi yang demikian itu mendorong pelaku 

usaha secara terbuka membuat kesepakirtan harga barang atau jasa yang mereka 

produksi. Pelaku usaha berusaha untuk rnencari keuntungan yang sebesar-besarnya 

dari konsumen. Kondisi yang demikiari itu menyebabkan pelaku usaha mampu 

mengumpullcan kekayaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. 

Kondisi fenomena tersebut di atas, maka perusahaan secara tidak langsung 

untuk bersaing secara tidak sehat. Mereka saling merebut untuk mencari keuntungan 

bagi masing-masing usahanya. Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

kemajuan dalam bidang ekonomi, membuat perusahaan saling berkompetitif untuk 

meningkatkan kualitas barang dan jasa yang mereka hasilkan. 

Secara umum prinsip-prinsip yang mendasari pengaturan mengenai 

perlindungan dan interaksi antara pelaku usaha dengan kosumen dituangkan dalam 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya 

disebut UUPK. UUPK diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap pelaku 

usaha dan konsumen. Dengan kata lain keduanya saling menguntungkan. 

Dalam Bab I Pasal 1 UUPK menyebutkan bahwa: 

"ttp: www.yahoo.com, diakses tanggal 25 Juli 2007 
http: www.antaranews.com, diakses tanggal 20 Juli 2007 



I .  Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk rnemberi perlindungan kepada konsumen. 

2. Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang d a d  atau jasa yang tersedia dalam 

rnasyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

rnakhluk hidup lain da~i  tidak untuk diperdagangkan. 

Berdasarkan kedua pernyataan di atas menunjukkan bahwa asas dan tujuan 

perlindungan koilsumen sepei-ti yang tercantum dalam UUPK yaitu: 

1. Meningkatkan kesadaran, kemarnpuan dan kemandirian konsu~nen untuk 

rnelindungi dir i .  

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari 

akibat negatif pernakaian barang d a d  atau jasa. 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, rnenentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumerr. 

Dengan adanya UUPK secara tidak langsung antara perusahaan dan 

konsumen lnemiliki kepentingan yang sama yang saling menguntungkan. Realisasi 

perundang-undangan maupun segala aspek yang berkaitan dengan ha1 tersebut belurn 

banyak dipahami oleh masyarakat. OIeh sebab itu, diperlukan penyebarluasan 

inforrnasi yang benar dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok 

konsumen sebelum konsumen mengambil transa!csi untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Inforrnasi yang menyesatkan (tidak benar) bertujuan semata-mata untuk 

inencari keuntungan oleh kelompok tertentu. Infonnasi yang menyesatkan tersebut 

akan inenimbulkan kerugian secara materiil dan akan membahayakan bagi konsumen. 

Untuk mengetahui konteks hukurn terhadap hak konsurnen untuk 

mendapatkan informasi, dapat dikaji melalui Pasal 4 UUPK. Adapun hak-hak 

konsumen yang tercantu~n dalam pasal tersebut adalah : 



a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselarnatan dalam mengkonsumsi barang 

danl jasa. 

b. Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang danl jasa sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diizinkan. 

c. Hak atas inforrnasi yang benar, jelas dan jvljur mengenai kondisi dan jaminan 

barang danl jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang danl jasa yang 

digunakan. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dar upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumzn secara layak. 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen secara memadahi. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak 

diskriminatif. 

h. Hak untuk rnendapatkan kompensasi, ganti rugi, danl atau penggantian apabila 

barang d a d  jasa yang diterima tidirk sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan yeraturan perundanng-undangan. 

Berdasarkan sernbilard butir hak-hak konsumen tersebut, terlihat bahwa 

masalah kenyamanan, keamanan dan keselnr,latan merupakan ha1 yang paling utarna. 

Oleh kaena itu diharapkan produseidpelaku ussha dalam memproduksi atau 

menawarkan barangljasa harus memperhatikan hak-hak konsumen. 

Adanya UUPK khususnya hak atas informasi hams disampaikan oleh 

produsen (pelaku usaha) secara benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang d a d  jasa. Realisasi d a l m  peredaran barang atau produk, khususnya jamu 

tradisiorlal tidak seluruhnya memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan, 



sehi~igga berakibat kepada konsumen selaku pengguna jamu. Hak atas informasi pada 

dasarnya juga diakui secara internasional. Masyarakat Ekonomi Eropa menambahkan 

satu hak lagi yakni untuk memperoleh informasi dan pendidikan.6 

Jamu tradisonal merupakan pilihan alternatif yang digunakan konsumen. 

mengingat obat dari perusahaan farmasi selain harganya mahal juga dapat berdampak 

bagi konsumen. Jamu tradisonal yang banyak beredar di daerah, misalnya jamu merk 

"Sido Muncul" sudah dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat. Jamu merek tersebut 

selain sudah mendapat izin resmi dari Departemen Kesehatan juga terjamin 

kuali~snya.  Monsumen memilih jamu sebagai solusi untuk menjaga kesehatan dan 

tidak membahayakan bagi diri konsumen. Implikasi lebih serius akan terasa pada 

masyarakat golongan ekonomi lemah. Fa1:tor ekonomi sangat mempengaruhi usaha 

mereka untuk menjaga kesehatannya. Pilihan untuk mengkonsumsi jamu tradisonal 

disebabkan faktor harga yang lebih murah dibanding dengan obat dari perusahaan 

farmasi. Selain itu jamu tradisional juga mudah diperoleh tanpa memerlukan resep.' 

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap konsumen, terutama untuk 

konsumen dengan tingkat ekonomi lemah. Bagi konsumen dengan kondisi ekonomi 

kelas atas lebih bebas mengkonsumsi baik jamu maupun obat modern karena 

kemampuan dari segi keuangannya. 

Dalam pelaku bisnis yang berkaitan dengan produk jamu yang dipasarkan 

memiliki ambisi besar agar barang yang ditawarkan menguntungkan bagi pelaku 

bisnis itu sendiri. Mereka memberikan suatu bentuk pelayanan jasa dengan 

memberikan penjelasan yang akurat kepada pasar bahwa produk tersebut memiliki 

kualitas prima yang sangat menguntungkan bagi kesehatan konsumen. 

Norbet Reich. Protection of Consumers Economic Iderest, By The EC, Law Review, 
Sidney,March, 1992, halaman 23 

' http: www.depkes.go.id, diakses tanggal 20 Juli 2007 



Banyaknya konsumen jamu tradisional menyebabkan menjamurnya produk 

jamu tanpa merk (ilegal) dengan harga murah yang dipasarkan oleh pelaku bisnis. 

Jamu ilegal banyak diuconsumsi oleb masyarakat, karena reaksinya dapat 

menghilangkan rasa nyeri bag1 masyarakat yang mengalami cidera. Masyarakat tidak 

mengetahui atau bshkan mengabaikan mengenai status legalitas jamu. Masyarakat 

juga tidak memperhatikan adanya perlindungan dari pemerintah bagi keselamatan 

konsumennya. Masyarakat atau konsumen hanya melihat dari kasiat atau efek yang 

dapat mereka rasakan. 

Produsen jamu tidak menginginkan kerugian terhadap hasil produksi maupun 

proses pendistribusian barang dan jasanya. Di sisi lain konsumen juga menginginkan 

kepuasan akan manfaat barang yang ditawarkan oleh prl dusen. Oleh sebab itu pihak 

produsen sebagai penghasil barang atau jasa wajib memberikan penjelasan yang benar 

terhadap produk yang ditawarkan kepada konsumen mengenai keadaan produk dan 

manfaat yang diperolehnya. Konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh 

infomasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi produk 

yang dikonsumsi mereka. 

Harapan yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa antara hak dan 

kewaj~bannya haws begalan seimbang. Oleh sebab itu diperlukan adanya 

perlindungan konsumen, perlindungan hulcum, dan hak informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian konsumen bisa mengkonsumsi barang atau 

jasa yang diinginkan dengan kondisi tidak membatayakan bagi konsumen. 

Produk jarnu ilegal merupakan produk yang dipasarkan secara bebas. Produk 

jamu tersebut tidakkurang mcmberikan informasi secara jelas dan tertulis kepada 

para konsumen. Berbeda dengan produk jamu tradisional dengan merk Sido Muncul 

yang mencantumkan nomer izin dari Departemen Kesehatan, khasiat, kegunaan, cara 



pemakaian, kornposisi jamu, tanggal kadaluwarsa, serta narna produsen. Berdasarkan 

beberapa informasi itu masyarakat rnerasa nyarnan ketika rnenggunakan produk jarnu 

tersebut. Xnforrnasi yang lengkap, jujur dan syah rnenurut undang-undang dapat 

memberikarl jaminan kepada para penggwanya. 

Jarnu ilegal tidak rnencantumkan informasi secara lengkap kepada 

konsurnen. Harapan dari masyarakat selaku pengguna jarnu ilegal yaitu agar produk 

jamu tersebut bila dikonsumsi akan memberikan rasa nyaman, sehat dan arnan. Untuk 

itu infonnasi yang diberikan kepada rnasyarakat ketika prornosi hams jelas dan jujur. 

Untuk itu produk jamu tradisional hams rnencanturnkan aturan pernakaian, label 

produksi dan izin edar yang sah dari Departernen Kesehatan. Barang atau produk 

(dalam studi ini adalah produk jamu tradisional) perlu mendapat izin dari Departemen 

Kesc-hatan, mengingat jamu rnerk tersebut sudah beredar lama di rnasyarakat serta 

khasiatnya mernang menguntungkan bagi rnasyarakat y'dng rnengkonsurnsinya. Oleh 

sebab itu perushaan j,arnu rnerek tersebut sekurang-lturangnya harus rnernperhatikan 

beberapa hsl, di antaranya kualitas, harga yang terjangkau, serta mendapat 

perlindungan hukurn dari pemerintah. Produk jarnu yang diedarkan harus arnan dan 

tidak rnerugikan kesehatan konsumen. Kcnyamanan, kearnanan dan keselarnatann 

merupakan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UWK.  Berdasarkan 

beberapa hak konsumen itu, produsen harus memberi jaminan serta tanggung 
\ 

jawabnya terhadap produk yal kg dihasilkan. 

Distribusi jamu tradisional dapat diperoleh konsumen melalui jalinan 

kerjasama antara produsen dengan pihak lain, seperti distributor, penyalur, agen dan 

pengecer. Ada pula produsen pabrik yang menjual sendiri produknya kepada 

konsumen, baik di tempat produk itu dihasilkan (di lingkungan pabrik) maupun 

dengan rnenjual sendiri di tempat lain. Sistern pendistribusian sernacarn itu biasanya 



dilakulcan oleh perusahaan berskala kecil (home industri). Untuk perusahaan berskala 

besar dapat dipastikan bahwa perusahaan tidak menjual sendiri produksinya, tetapi 

menunjuk satu atau beberapa distributor hingga pada pengecer (relailer). 

Selama kegiatan pemasaran (pron~osi) wajib memberikan informasi yang 

jujur balrwa produk tersebut aman, legal dan berkualitas. Hak atas informasi 

merupakan salah satu dari hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh 

karena itu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar mengenai produk 

yang dihasilkan. Salah satu hak kon~urr~en yang paling mendasar yaitu mendapatkan 

informasi yang benar dari produk yang akan mereka konsumsi. Pemberian informasi 

tentang produknya merupakim keharusan dalarn herbisnis. Menurut Janus Sidabalok 

bahwa &lam praktek periklanan atau pramosi, segala informasi harus benar, jujur, 

apa adanya atau sesuai dcngan kenyataans. 

Bila dilihat Cari ~ ~ m p i l a n  fisiknya, jamu tradisional itu tidak memberikan 

kesan ilegal karena mencantumkan merek dagang, produsen, bahan baku beserta 

dosisnya, serta lengkap dengan nomor registrasi. Beberapa kasus menunjukkan 

bahwa informasi itu ternyata hanya fiktif belaka. Kondisi yang demikian itu berarti 

produsen telah melanggar undsng-undang. Kegiatan memproduksi dan 

mengedarkan obat terlarang termasuk pelanggamn terhadap UU Nomor 23 tahun 

1992 tentang kesehatan, dan UU .Nornor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen (Sampurno, Kepalz. BPOM 9) .  la menainbahkan bahwa pelanggaran 

semacam itu bisa dikenai sanksi hukuman penjara selama lima tahun dan denda 

maksimal Rpl00 juta. 

- 
Janu~ Sidabalok, Hukuttl Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, tahun 2006, halaman 245 
9 http: www.repubIika.com, diakses tanggal 24 Juli 2007 



J i ~ a  perusahaan terbukti menginformasikan produk dengan cara penipuan 

atau menyesatkan masayaraknt maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, 

yang diancam dengan hukuman pidana penjara pa l i~~g lama empat tahun sebagaimana 

diatur dalam Pasal378 KUH ~idana". 

Penelitian ini memfokuskan pada produk jamu tradisional yang sudah lama 

diedarkan dipasara:~. Jamu tradisional merupakan produk yang dipasarkan tanpa 

ditulis label perusahaan, serta izin edarnya. 

f)alam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Perlindu:;~gan Konsumen menyatakan 

bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengilclankan suatu 

barang danlatau jasa secara tidak benar danlatau seolah- olah menawarkan sesuatu 

yang mengandung janji yang belum pasti". Di sarnping itu pelaku usaha juga harus 

memberikan peringatan kepada konsumen akan kegunaan, kualitas, dan hal-ha1 lain 

yang dipromosikan, seperti peringatan deng6.n tulisanllabel "Awas Barang Tiruan". 

Penyampaian informasi atau promosi tentang keadaan suatu produk barang 

khususnya dalam studi kasus ini adrlah jamu tradisional dapat memberikan pengaruh 

secara psikologis terhadap konsumen. Permasalahan yang sering muncul di 

masyarakat adalah ketika kmsumen merasa tidak puas dengan produk (barang) yang 

dikonsumsinya dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara promosi barang dengan 

manfaat yang dirasakan konsumen. Hal tersebut rnenimbulkan kekecewaan di pihak 

konsumcn. Pada keadaan seperti ini pihak produsen biasanya mengelak seolah-olah 

melepaskan diri dari tanggung j~wabnya terhadap barang atau produk yang 

ditawarkan kepada konsumen. Kesalahan promosi itu bisa terjadi ketika memberikan 

informasi bahwa produh jamu yang dihasilkannya dapat menyembuhkan berbagai 

l o  Janus Sidabalok, Op.Clt, halaman 249 
" Pasal9 ( 1 )  UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



macain penyakit, namur., setelah dikonsumsi ternyata menimbulkan rasa sakit dan 

tidak memberi pengaruh positif. 

Untuk itu semua produk (dengan berbagai jenis) jamu perlu dicermati. 

Konsumen harus mengetahui apa produk tersebut benar-benar aman bagi konsumen 

atau sebaliknya. Masyarakat juga perlu mencermati sebelum melakukan transaksi, 

mengenai status produk yang ditawarkan ke konsumen termasuk legalfilegal, dan 

aman atau tidak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalal~ yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah : 

I .  Bagaimanakah penerapan hak inforinasi terhadap produk jamu tradisional di 

Kabupaten Kulon Progo ? 

2. Bagaimanakah akibat hukum apabila tidak diterapkannya hak atas informasi 

pada konsumen terhadap produk jamu tradisional di Kabupaten Kulon Progo? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang tercantum di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Unti~k mengkaji cian memahami penerapan hak informasi terhadap produk 

jamb tradisional di Kabupaten Kulon Progo. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak diterapkannya hak atas 

infomasi pada konsumen terhadap produk jamu tradisional di Kabupaten 

Kulon Progo 



D. Tinjaua~~ Pustaka 

Salah satu tujuan pembangunan nasional:; Indonesia adalah untuk 

meningkatkan kesejahterdan bangsa Indonesia, baik materil maupun spiritual, yaitu 

tersedianya kebutuhan pokok : sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan 

(perumallan) yang layak. 

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap 

warga negara berhak untuk mernperoleh kehidupan yang layak. Untuk memperoleh 

kehidupan yang layak bagi kemanusiaan itu dalam ranzka mewujudkan kesejahteraan 

dan kecerdasan, maka pe:-lu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, 

kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau masyarakat. 

Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan berkembang 

banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar maupun kecil, terutama 

sejak dilaksanakannya pembangunan nasional secara bertahap dan terencana melalui 

Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). 

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak 

membawa dampak positif, antara lain dengan tersedianya barang dan jasa dalam 

jumlah yang mencukupi, kualitas yang lebih baik, serta dengan alternatif pilihan bagi 

konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Di lain pihak terdapat dampak negatif, 

yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri, serta perilaku bisnis yang timbul 

karerLa makin ketatnya persaing,an yang mempengaruhi masyarakat konsumen. 

Para produsen (pelaku usaha) berusaha mencari keuntungan sesuai dengan 

prinsip ekonomi. Untuk mencapai keuntungan yang tinggi, para produsen (pelaku 

usaha) bersaing meningkatkan kualitas serta melakukan promosi guna mempengaruhi 

konsumen. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku produsen ke arah 

persaingan yang tidak sehat, karena pelaku usaha memikul kepentingan yang saling 



berbenturan. Persaingan yang tidak sehat itu akan menimbulkan efek yang dapat 

merugikan konsumen. Elemen yang mempengsrul~i perilaku bisnis menjadi tidak 

sehat yaitu konglomerasi, kartel dan persaingan tidak sehat (curang). Timbulnya 

gejala tersebut merupakan konsekuensi dari ketatnya persaingan usaha. Bahkan 

persaingan usaha yang ketat kadang san~pai melahirkan praktik-praktik curang untuk 

memenangkan persaingan. Praktik monopoli, baik yar: legal maupun ilegal pada 

akhirnya cenderung menlgikan konsumen. Perbuatan yang lahir sebagai akibat tidak 

sehatnya praktik bisnis tersebut di atas yaitu menaikkan harga, menurunkan mutu, 

dumping dan memalsukan produk. 

Dengan fenomena tersebut di atas menimbulkan kekhawatiran akan 

keselamatan konsumen. Untuk itu konsumen perlu dilindungi secara hukum dari 

kemungkinan kerugian yang dialaminya akibat dari praktik bisnis curang tersebut. 

Perlinclungan konsumen menjadi penting karena didasari kenyataan bahwa konsumen 

atau masyarakat adalilh pelaksana pembangunan yang sekaligus juga sumber modal 

bagi pembangunan untuk kelangsungan pembangunan nasional. 

Masalah perlindungan terhadap kon.;umen merupakan masalah bersama dan 

masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Oleh karena 

itulah melindungi konsumen beraiti melindungi semua orang. Sebagian orang 

menganggap bahwa tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen hanyalah berada pada organisasi perlindungan saja. Pada prinsipnya 

tanggung jawab itu melekat pada semua unsur yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen itu sendiri, seperti pemerintah, pengusaha sebagai produsen, organisasi 

konsumen dan konsumen itu sendiri. Semua unsur punya andil seusai dengan 

fungsinya masing-masing dalam memberikan perlindungan kepada konsurnen. 



Perhatian pemerintah dallm meningkatkan perturnbuhan eltonomi adalah 

dengan meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi, yang dititik beratkan pada 

peningkatan strategi pernasaran dan jasa yang menguntungkan bagi produsen dan 

konsumen. Akan tetapi kenyataannya komumen seringkali berada pada posisi yang 

lemah saat berhadapan dengan produsen, karena ketidaktahuan konsumen akan hak- 

haknya. Konsumen juga tidak memiliki pengetahuan mengenai kewajiban-kewajiban 

produsen,, apabila kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan kualitas yang 

ditawarkan. 

A.Z. Nasution mengelompokkan hak (kepentingan) konsumen menjadi tiga 

kelompok, yakni kepentingan fisik, kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan 

perlindungan hukum. Kepentingan fisik yaitu kepentingan badani konsumen yang 

berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh terhadap penggunaan barang 

atau jasa konsumen. Hak sosial ekonomi menghendaki agar setiap konsumen dapat 

memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi dalam 

mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kepentingan 

hukum konsumen berkaitsn dengan pengakuan hak-hak konsumen secara seimbang 

dalam suatu peraturan perundang-undangan seperti pelaku usaha.12 

Hak-hak konsumen pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika 

Serikat John F.Kennedy saat berpidato di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 

1 962 y ang mengemuhhn empat hak konsumen, yaitu: l 3  

1. Hak untuk keamanan dan keselamatan (the right to safetyl; 

2 .  Hak untuk memilih (the right to choose); 

3 .  Hak atas informasi (the right to informed); 

l 2  A.Z. Wasution, Perli,ldungan Kon~urnen dun Peradilan di Indonesia, BPHN, Jakarta, 
1993, halaman 74 

l 3  BPHN Departemen Kehakiman, Konipendium Ridang Perlindungan Konsunien, BPHN 
Dep. Kehakiman, Jakarta, 1997, halaman 13 



4. Hak untuk didengar (the rigt to heard); 

Hak untuk mendapatkan infarmasi yang jelas, benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan atas retiap baranp atau jasa yang akan dibeli14. UUPK juga 

mengatur hak tersebut dalarn Pasal 4 huruf c. informasi yang benar serta lengkap 

dari suatu produk barang atau jasa harus disertakan oleh produsen.15 

Betapa pentingnya 'lak atas informasi yang benar dan jujur kepada 

konsumen, mengingat dalam masyarakat modern informasi memainkan peranan 

yang sangat penting dalam menyediakan informasi terhadap suatu produk agar 

konsumen membeli produk tersebut, dan menyedidcan informasi bagi konsumen 

untuk mengevaluasi klaim yang berbeda antara dua produk yang bersaing. 

Keberadaan UUPK tidak hanya memberikan perlindungan kepada 

konsumt n saja, tetapi juga berusaha memberikan perlin Jungan dan memenuhi hak 

yang seharusnya diterima oleh pelaku usaha. 

Kewajiban yang dilakukan oleh konsumen merupakan tanggung jawab bagi 

dirinya sendiri untuk menciptakan perlindungan bagi dirinya sendiri sebagai 

konsumen. Produsen hams memiliki Qnggung jawab untuk melindungi para 

konsumen. Hal tersebut tartera dalam Pasal 5 Undang-undang Nomer 23 tahun 1992 

tentang Kesehatan, ya3g menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk ikut 

serta dalam memlihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan 

lingkungannya.16 

Dalam Pasal 1 anaka 1 ULTPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen 

merupakan segala upaya yang me~jamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu berbicara tentang perlindungan 

l 4  A.Z.Nasution, Op.Cit, halaman 14 
Peratwan Menteri Kesehatan No. 78/Me-1.Kes/PER/I11 1987 tentang Label dan Periklanan 

Makanan 
l6 Republik Indonesia, Undang-urudang No 23 'Tahun 1992 tentanng Kesehatan, halaman 62 



konsumeii berarti mempersoalkan janiinan atau kepastian tentang terpenuhinya hak- 

hak konsumen. 

Periindungan konsumen mempcnyai cakupan yang luas meliputi 

perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa. Adapun cakupan yang dimaksud di 

atas meliputi : l 7  

1. Perlindungan terhadap kemungkinan kepada konsumen barang dan jasa yang tidak 

sesuai dengan apa yang disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. 

Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoaian mengenai penggunaan bahan baku, 

proses produksi, proses distribusi, desa.in produk dan lain-lain. Kesesuaian produk 

dengan standar keamanan dan keselamatan konsumen, juga persoalan tentang cara 

konsumen mendapatkan penggantian jika timbui kerugian karena memakai atau 

~nengkonsumsi produk yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan 

kenyamanan konsumen. 

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang 

tidak adil. Dalam ha1 ini termasuk persoalan promosi dan periklanan standar 

kontrak, harga kenyamanan puma jual dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan 

perilaku produsen dalam niemproduksi dan mengedarkan produknya. 

Aspek yang mencalcup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan 

diperdagangkan dimasukan dalam cakupan tanggung jawab produk yaitu tanggung 

jawab yang dibebankan kepnda produsen karena barang yang diberikan kepada 

konsumen mengandung cacat di dalamnya, seningga menimbuikan kerugian bagi 

konsumen. Peristiwa keracunan obat Iarena sudah kadaluwarsa, produk tidak dapat 

dipakai untuk tujuan yang diinginkan karena kualitasnya rendah, barang tidak dapat 

bertahan lama karena cepat rusak dan sebagainya. 

l 7  Janus Sidabalok, Op.Cif, ha1 9 



Perlindungan konsumen merupakan persoalan tanggung jawab produsen atas 

kerugian sebagai akiba? yang ditimbulkan oleh produknya. Agnes M. Toor 

memberikan definisi mengenai produk. Tanggung jawab produk adalah tanggung 

jawrb para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang 

menilnbulkan (menyebabkan) Icerugian karena cacat yang melekat pada produk 

tersebut." 

Kalangan produsen perlu menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya 

sangat tergantung pada konsumen. Prodwen wajib memproduksi barang dan jasa 

secara aman serta dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Standar mutu yang 

ditetapkan terhadap suatu produk barang atau jssa juga harus dipenuhi. Di lapangan 

standar mutu sering diselewengkan oleh pihak pengusaha (produsen) yang dapat 

lnerugikan pihak konsumen karena barang atau jasa tersebut setelah diuji ternyata 

berada di bawah standar yang telah ditetapkan. 

Konsumen juga memiliki potensi dan kekuatan yang cukup untuk melindungi 

diri mereka sendiri, atau kelompoknya secara terorganisir dengan baik. Melalui 

organisasi konsumen yang terorganisir dengarl baik mempunyai pengaruh terhadap 

kekuatan komplain konsumen bila terjadi penipuan terhadap barang yang dikonsumsi 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yayasan Perlindungan Konsumen 

Indonesia (YLKI) berdiri sejak 11 Mei 1973. Yayasan ini merupakan suatu organisasi 

yang berfungsi membantu dan membela kepentingan konsumen guna mewujudkan 

tercapainya perlindungan konsumen dan kesejahteraan konsumen. Lembaga ini 

diharapkan dapat memberikan "nafas segar" bagi koilsumen Indonesia. YLKI 

'' Ibid, ha1 10 



bertugas rnemasyarakatkail hah dan kewajiban yang melekat pada konsumen yang 

telah disepakati secara ii~ternasional.'~ 

Hak perlindungan konsumen berdasarkan linla asas yang terdapat dalam 

pasal2 Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 adalah : 20 

1. Asas manfaat 

2. Asas keadilan 

3. Asas keseimbangan 

4. Asas keamanan dan keselamatan 

5. Asas kepastian hukum 

Lima asas tersebut di atas dimaksudkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar 

besarnya bagi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhan. 

Pengaturan dan penegakar~ hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh 

lapisan masyarakat dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa. Asas keadilan dapat 

memberikan kesenlpatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh 

haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan di 

maksudkan menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah 

memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum 

perlindungan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen di maksudkan 

untuk memberikan jaminan dan kesempatan kepada konsurnen dalam penggunaan, 

pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa di kons msi atau di gunakan. Asas 

kepastian hukum dimaks~dkan agar pelaku usaha maupun konsumen rnenaati hukum 

dan memperoleh keadilan &lam perlindungan konsumen. 

l9 Zumrotin K Susilo, Penyambung Lidah Konsumen, Kerjasama Puspa Swara dan YLKI 
(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Jakarta, tahun 1996, halaman 1 1  

*' Ibid, halaman 8 



Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian 

bahwa konsumen berhak mendaapatkan produk yang nyaman. Hak yang sering 

dihadapi oleh lembaga konsumen, khususnya di negam-negara berkembang yaitu 

mekanisme konsumen menuntut ganti rugi kepada produsen. 

Dengan memperhatikan posisi '.consumen sebagaimana disebutkan dalam 

uraian di atas, maka segala bentuk produklbarang harus memenuhi standar mutu 

sesuai dengan ukumn, takaran atau timbangan, memenuhi atau sesuai dengan jaminan, 

gaya atau model yang sesuai dengan jargi dalam label etiket atau saat promosi2'. 

Ketentuan tersebut juga perlu mencantumkan tanggal kadaluwarsa, informasi atau 

petunjuk pengoperasian dan memasang tabel yang memuat tentang penjelasan 

(contents ingredients) barang, termasuk idcntitas lengkap produsen. 

Ketentuan tersebut di atas merupakan upaya agar barang (produk) yang 

beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain seperti di 

uraikan dalam tulisan di atas. Menurut ketentuan perundang-undangan produk 

tersebut dapat diperjualbelikan atau dilarang diperjualbelikan. 

Hal lain yang juga terkandung dalam Undang-undang Pelindungan 

Konsumen adalah pengaturan perilaku pengusaha (produsen) dengan cara 

mengupayakan terciptanya tata tertib perdagangan dalam rangka menerapkan iklim 

bisnislusaha yang sehat. Ketertiban tersebut dimaksudkan agar produk yang 

ditawarkan produsen (penysaha) dilakukan dengan cara tidak melawan hukum, 

seperti praktek yang menyesatkan pada saat menawarkan, mempromosikan 

(mengiklankan), memperdagangkar~ atau mengedarkan produk barang atau jasa yang 

palsu, atau hasil dari suatu kegiatan pembajakan. Lamngan terhadap produsen antam 

2' Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, 
Bandung, tihun 2000, halaman 56. 



lain memberikan informasi yang menyesatkan. Informasi yang menyesatkan itu dapat 

dilakukan dengan mengumumkan atau menawarkan produk yang memiliki potongan 

harga, atau produk tersebut merupakan praduk baru atau memiliki sponsor yang pada 

kenyataannya informasi itu tidak dapat dipertanggunjawabkan. 

Kondisi di masyarakat tlewasa ini menunjukkan bahwa pengusaha 

(produsen) mencari solusi untuk mencapai target penjualan atau mengutamakan 

pangsa pasar untuk meraih keuntungan yang sebesar-besamya. Oleh sebab itu 

diperlukan perlindungan konsumen agar pihak kosumen tidak dirugikan secara 

material maupuil spiritual. Peraturan perundang-undangan pada hakekatnya bertujuan 

untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan 

melakukan pelnbinaan termasuk pemberian sanksi atas suatu pelanggaran yang 

dilakukan oleh produsen. Di sisi lair, konsumen yang mengalami kerugian atas 

perbuatan tersebut tidak memiliki daya apapun untuk menuntut ganti rugi kepada 

pengusaha yang bersangkutan. Pemerintah mengharusksn pengusaha untuk mentaati 

kode etik pemasaran (promosi), sehingga jika konsumen mengalami kerugian dapat 

menggugat ganti rugi kepada pihak produsen. Pihak konsumen dapat menggugat 

pihak produsen apabila terbukti kesalahar. dalam proses produksi, misalnya 

menyangkut produk yang sangat berbahaya bagi keamanan dan keselamatan manusia, 

sehingga pihak produsen bertanggungjawab atas kerugian yang dialami pihak 

konsumen tanpa perlu dibuk.tikan kesalhannya (strict liability). Tanggung jawab 

produsen terhadap produk yang dapat merugikan konsumen di atas tercantum dalarn 

KUH Perdata Pasal 1365 dan 1865. 22. 

l2 AZ. Nasution, Konsumen dun Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, tahun 1995, 
halaman 174 
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Berdasarkan uraian di atas tnenunjukkan bahwa produsen bertanggung jawab 

untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen jika terbukti produk yang ditawarkan 

mengalami cacat produk diakibatkan kesalahan produsen. 

Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa pihak produsen hams 

bertanggung jawab terhadap barang (produk) dan jasa yang dihasilkannya. Produsen 

bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas hasil produksinya. Langkah 

produsen yang menyalahi Undang-undang antara lain mr nbubuhkan nama, merk atau 

tanda lain pada produk dcngan menampakkan seolah-olah pihaknya sebagai produsen 

padahal produksinya milik perusahaan lain (istilah lainnya memberikan kepalsuan 

terhadap suatu produk yang dierdarkannya). Kesalahan lain juga dapat tejadi bila 

menyalurkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, baik produk yang berasal 

dari dalam negeri maupun produ~ import yang tidak jelas identitas importirnya. 

Hukum perdata konvensional kurang akomodatif dalam menampung kepentingan 

konsumen, namun ada ha1 bam yang dapat diintrodusir dalam rangka membedakan 

posisi konsumen, antara lain23: 

1. Small Claim Court, yaitu pcradilan kilat dengan hakim tunggal tanpa melibatkan 

pengacara, biayanya ringan dan tidak ads upays banding. Small Claim Court dapat 

memberikan akses kepada konsume~i dengan pnktik dan efisien untuk menuntut 

produsen walaupun nilai nominal yang menjadi obyek kasus kecil. Konsumen 

tidak hams menuntut produsen di peradilan umum yang memakan waktu lama dan 

butuh biaya besar. 

2. Class Action dalam sengketa konsunien, umumnya korban bersifat massa dengan 

mengajukan gugatan class action tcrhadap kasus yang sama, konsumen cukup 

diwakili oleh beberapa korban yang menuntut secara perdata ke pengadilan, 

23 Kompas, Kumpulan RL brik Advokasi Konsumen YLKI, "Siapa Raja" Konsumen alau 
Produsen, Hukuni Kompas Bekerja Sama dengan YLKI, Jakarta, tahun 2000, halaman 190-191 



sehingga apabila putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetapnya 

dimenangkan konsumen, maka korban lain yang tidak mengajukan gugatan juga 

dapat meminta ganti rugi . 24 

3. Beban pembuktian terbalik. Dalam sengketa kvnsumen sangat sulit untuk dapat 

membuktikan bahwa produk yang dikonsumsi mengandung bahan yang 

berbahaya. Kondisi ini akan lebih adil jika pembuktian dibebankan kepada pihak 

produsen. Pihal; produsen harus memhuktikan bahwa produk yang dihasilkan 

tidak mengandung bahan berbahaya dan aman untuk dikonsumsi 

Keberadaan YLKl di harapkan dapat menjhdi lembaga yang mampu 

menempatkan diri sebagai social control dengan bermodalkan kekuatan moral bagi 

kepentingan konsumen. Konsumen diharapkan memiliki pengetahuan tentang produk 

yang akan dibelinya. Konsumen juga diwajibkan bersikap kritis dalam mengkonsumsi 

produk. Konsumen harus waspada terhadap promosi dalam bentuk periklanan. 

Kendala yang dspat mempengaruhi pelaksanaan perlindungar~ konsumen 

antara lain aspek ekonomi. Aspek ekonomi memiliki peranan penting dalam 

perlindungan konsumen. Hal tersebut didasari alasan bahwa kondisi di Indonesia 

belakangan ini mengalami kemerosotan d! berbagai bidang kehidupan. Salah satunya 

adalah kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin merosot. Hal ini sangat 

mempenga~uhi kemampuan dan daya beli masyarakat. 

Dengan kondisi perekonomian yang terbatas, masyakarakat tidak memiliki 

banyak yilihan. Mereka tidak mampu untuk memilih produk yang berkualitas. Dengan 

kemampuan ekonomi yang terbatas, konsumen hanya akan mengkonsumsi produk 

yan2 harganya terjangkau. Masyarakat tidak memikirkan inengenai hak-haknya yang 

dirugikan produsen akibat dari produk-produk yang kualitasnya dibawah standar. 

24 Yusuf shofie, Perlindungan Konslrmen dun Instrumen-lmtrumen Hukumnya, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandurrg, 2000, halaman 45 



Masyarakat lebih berpikir untuk menggunakan pendapat - n  yang pas-pasan agar dapat 

mencukupi kebutuhan ke!uarga. l'ada prinsipnya pelaksanaan perlindungan konsumen 

hanya akan teiwujud jika pihak konsumen yang menjadi pihak di dalamnya peduli 

dengan hak-haknya dan merasa berkepentingan untuk ha1 itu. Dengan kata lain 

konsumen menyadari bahwa pihaknya telah dirugikan akibat mengkonsumsi produk- 

produk tertentu dan konsumen berhak menuntut haknya, sehingga perlindungan 

hukuln terhadap konsumen dapat dilaksanakan. Kondisi di lingkungan masyarakat 

menulijukkan bahwa konsumen merasa enggan untuk menuntut hak-haknya kepada 

produsen karena berbagai faktor, misalnya tidak mau bersengketa, atau konsumen 

tidak mau terlibat dalam urusan hukum. Kondisi ini menggambarkan bahwa secara 

tidak langsung konsumen dalam posisi dirugikan. 

Banyak peiusahaan di Indonesia yang mewwarkan berbagai macam produk 

secara ilegal. Perusahaan yang menawarkan produk ilegal dikarenakan faktor biaya 

izin edar yang mahal atau tidak seimbang dcngan biaya pemasaran atau barang yang 

diproduksi. Perusahaan memasarkan produknya demi untuk mencapai keuntungan 

pribadi (golongan) tanpa melihat kualitas, legalitas dan kenyamanan bagi pengguna 

barang (produk) tersebut. Pada umumnyd produk yang tawarkan dengan perdagangan 

bebas dan ilegal dipromosikan secara tertutup dan dipasarkan di toko-toko atau pasar. 

Pada umumnya pengguna produk tersebut adalah kalangan masyarakat ekonomi 

lemah, dengan alasan bahwa biaya yang harus dikeluarkan cukup murah dan dapat 

dibeli di warung yang ada di sekitarnya. Masyarakat tidak memikirkan mengenai 

kualitas obat tersebut. 



Dalam praktek perdagangan bebas, konsumen memiliki dua sisi yakni:25 

1. Posisi konsumen diuntungkan 

Hal tersebut disebabkan karena perdagangan bebas telah melahirkan begitu banyak 
I '  

pilihan bagi konsumen, baik jenis dan macam barang, serta mutu maupun 

hargan ya. 

2. Posisi konsumen dirugikan 

Lemahnya pengawasan di negara berkembang tentang standarisasi mutu barang 

dan peraturan yang berlaku dspat n~engakibatkan Negara-negara berkembang 

menjadi tujuan bagi barang-barang reject, yang di negara maju tidak memenuhi 

standar pasar. Oleh sebab itu hukum ekonomi berusaha menciptakan keseirnbangan 

antara kepentingan konsurnen, pengusaha, masyarakat dan pernerintah. 

Berhubungan dengan perliridungan konsumen, pemerintah wajib 

rnemberikan peringatan kepada perusahaan yang mempromosikarl produknya secara 

ilegal. Produk ilegal secara langsung dapat merugikan kenyamanan masyarakat dan 

merugikan pemerintah 

Departemen Kesehatan, BPOM dan pemerintah memberikan sanksi atau 

peringatan kepada perusahaan yang menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh 

pernerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatur secara 

khusus tentang produk pangan kadaluwarsa, maupun obat yang mengandung alkohol. 

BPOM akan memberi sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan yang 

berlaku yaitu dengan sanksi idministratif krupa :26 

1. Peringatan tertulis 

'' ibidhal 123-124 
26 John Pieris dan Wiwik Sri Widiarti, Negura Hukum dan P e r l i h g a n  H u h m  Terhadap 

Prodrk Pangan Kadalurc~arsa, Pelangi Cendckian Jakarta, tahun 2007, halaman 12-13 



2. Pembekuan izin edar 

3. Pencabutan izin edar 

4. Sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 

yang berlaku 

Oleh sebab itu kalangan bisnis dan produsen hams mempertimbangkan aspek 

hukum dan aspek moralitas. Dewasa in1 masalah tanggung jawab moral perlu 

mendapat perhatian. Dunia bisnis berkembang dcngan cepat yang memerlukan 

persaingan ketat dalam pemasarannya, seperti perusahaan melanggar etika dengan 

menjual produk yang berbahaya, etika dalam merger dan akuisisi, sampai pada 

kerusakan lingkungan. 

Dengan globalisasi dan didukung kemajuan teknologi telekomunikasi dan 

informatika memperluas ruang gerak bagi pengusaha untuk bebas memasarkan 

produknya tanpa melihat sisi legalitas produk yang dipasarkannya. Realitas yang ada 

dimasyarakat menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan pelaku bisnis (pengusaha) 

sebagiall belum memenuhi standar mutu/kualitas, sehingga cenderung merugikan 

konsumen secara materi maupun secasa fisik seperti keracunan atau cacat. 

Kerugian yang diderita konsumen baik materi dan fisik, kurang mendapat 

tanggapan dari perusahaan/produsen/pedagang yang memproduksi, mengedarkan dan 

menjual produk yang tidak n~emenuhi standar mutu barang. Seperti mengurangi 

beratlisi, berisi barang tanpa label (ilegal), dan barang kadaluwarsa. Produk barang 

yang mexgikan konsumen sepertr kadaluarsa, maka produsen akan ditindak tegas 

dengan dijerat pidana yang sesuai dengan ketentuan UUPK atau hukuman denda.27 

Untuk mengantis:pasi ha1 tersebltt, pemerintah telah mengeluarkan peraturan 

dan kebijaksanaan, agar produsen (pengusaha) dalam membuat barang Cjasa) 

" lbid halaman 173 



memenuhi standar mutu barang, yang meliputi penggunaan bahan baku, peralatan, 

proses produksi, kesehatan orang yang terlibat dalam proses produksi, kesesuaian 

isiheratt bersih dan menggunakan label "halal" serta label resmi lainnya yang telah 

diatur oleh undang-undang. 

Perusahaan :rang memproduksi barang (produk), khususnya produk jamu 

ilegal perlu mendapat perhatian dari penerintah agar produsen (pengusaha) memiliki 

tanggung jawab terhadap kualitas produk yang dipasarkan. Perusahaan perlu 

menerapkan pokok-pokok manajemen pemasaran yang benar dan sesuai dengan 

undang-undang yang ditetapkan pemerinfah. Ada sekurang-kurangnya empat variabel 

penting yang berkaitan dengan manajamen pemasaran, yaitu produk, harga, tempat 

dan protnosi. Produksi menjadi unsiu penting dalam kegiatan perusahaan. Produksi 

yang ditawarkan harus bcrmutu (berkualihs baik), harga harus disesuaikan dengan 

kualitas barang, biaya produksi, sam~ai  pada keuntungan yang diharapkan oleh 

perusahaan. Produk yang dihasilkan harus aman tidak merugikan kesehatan 

konsumen. 

E. Metsde pdenelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian tentang Penerapan Hak Atas Informasi Terhadap Produk Jamu Di 

Kabupaten Kulon Progo, merupakan penelitian hukum normatif sosiologis, yaitu 

penelitian vang mengkaji masalah hukum masyarakat; dimana disimpulkan 

dengan adanya bentuk kesenjangan antara aspek normatif dan prakteknya 



2, Objek Penelitian 

a. Penerapan hak atas informasi terhadap produk jamu di Kabupaten Kulon 

Progo. 

b. Akibat hukum apabila tidak diterapkannya hak atas informasi terhadap 

produk jamu di Kabupaten Kulon Progo. 

Sumber Data 

a. Surnber data primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, sehingga memperoleh 

kejelasan, kepastian serta lebih menjamin kebenaran data atau keterangan 

yang didapat (dengan penyebaran angket dan wawancara) 

b. Sumber data sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari : 

I )  Bahan Bahan Hukum Primer, yakni data yang diperoleh dari : 

- Undang-undang Dasar 1945 

- Kitab Hukum Perdata 

- Kitab Hullum Pidana 

- Undang-undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

- Undang-urldang No 8 tah~m 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

- Peraturan-periituran Hukum Lainnya 

2) Bahan Hukum Sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan 

kepustakaan berupa dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal. 

makalah, internet, dan lain-lain 



3) Bahan Hukum Tertier, yakni data yang diperoleh melalui kamus, 

ensiklopedi, dan data yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung 

data primer dan sekunder. 

4. Teknik Pengumpula Data 

Teknik peng~impulan data yang dilakukan adalah wawancara dan kepustakaan. 

Data yang di peroleh di lapangan melalui wawancara dan penyebaran angket 

kepada responden. 

5. Metode Pendekatan 

Metode pendekatarr yang digunakan melalui pendekatan secara yuridis, 

noormatif, dan sosiologis. Maksudnya dalam penelitian ini data akan dianalisis 

berdasarkan sumber data berupa pzrundang-undangan yang relevan sebagai 

produk hukum yang dibentuk untuk mengatur permasalahan yang dibahas, dan 

pendekatan normatif sosiologis digunakan dengan menganalisa efektifitas 

ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen yang ada dan wujud penerapan 

dalam masyarakat. 

6. Analisis Data 

Bahwa data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut dianalisa 

secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis hasil penelitian ke dalam bentuk 

penggambaran yang berupa uraian kalimat. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan akan dirumuskan simpulan-simpulan yang disajikan dalam bentuk 

uraian kalimat secara jelas dan rinci. 



3) Bakan Plukum Tertier, yakni data yang diperolek melalui kamus, 

ensiklopedi, dan data yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung 

data primer dan sekunder. 

4. Teknik Perigumpula Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan kepustakaan. 

Data yang di perolek di lapangan melalui wawancara dan penyebaran angket 

kepada responden. 

Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan melalui pendekatan secara yuridis, 

noormatif, dan sosiologis. Maksudnya dalam penelitian ini data akan dianalisis 

berdasarkan sumber data berupa perundang-undangan yang relevan sebagai 

prod~ik kukum yang dibentuk untuk mengatur permasalahan yang dibahas, dan 

pendekatan rarmatif sosiologis digunakan dengan menganalisa efektititas 

ketentuan-ketentuan perlindungan ko~isumen yang ada dan wujud penerapan 

dalam masyarakat. 

6. Analisis Data 

Bahwa data yang telah dikumpulkari dari berbagai sumber tersebut dianalisa 

secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis has:,' I penelitian ke dalam bentuk 

penggambaran yang berupa uraian kalimat. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan akan dirumuskan simpulan-simpulan yang disajikan dalam bentuk 

uraian kalimat secara jelas dan rinci. 



BAB I1 

ASPEK HUKUM PENJNDUNGAN KONSUMEN 

DAN PRODLTK YAMU 

A. Tinjauan Umum Perlia~dungan K~nsumen 

1. Pengertian Perlindunzan Konsumen 

IstiIah konsumen secara yuridis terdapat pada Undang-undang Nornor 8 

Tahiln 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa 

konsumen adalah setiap orang pemakai barang I atau jasa yang ada dalam masyarakat, 

baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang Pain maupun makluk hidup 

lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 

(Ketetapan MPR No I11 MPRI 1093) disebutkan bahwa kata konsumen dalam rangka 

membicarakan tentang sasaran bidang pcrdagangan. 

Selain ketentuan yang bersifat noxn~atif tersebut, juga terdapat Undang-undang 

nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang 

tidak sehat (diberlakukan 5 Maret 2000 satu tahun setelah diberlakukannya undang- 

undang). Undang-undang tersebut memuat definisi tentang konsumen yaitu setiap 

pemakai dan atau pengguna barang danlatau jasa, baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan orang lain. Konsumen secara umum diartikan sebagai 

pemakai akhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.28 

Pakar konsumen Belanda yang bemama Hondius mendefinisikan bahwa 

konsumen adalah pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (uiteindelQke 

gebruikev Van Goederen en drensten). Berdasarkan rumusan Hondius 
I '  

28 AZ Nasution, lklan dun Konsumen (Tinjuan dari Sudut Hukum dan Perlindungan 
Konsumen), &lam Usahz~an Indonesia, LPMFH-UII Nomor 3 Tahun XXIII, Jakarta, 1994, halaman 
23. 



menggambarkan bahwa terdapat penegasan bahwa konsumen bukan pemakai terakhir. 

Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria tersebut, sedangkan konsumen 

dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. 

Di Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, 

konsumen diartikan sebagai "The person who obtains goods or services for person or 

family purpose29 . Berdasarkan definisi tersebut di atas terkandung dua unsur tentang 

konsumen yaitu: 

1. Konsumen itu orang, dan 

2. Barang arau jasa yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. 

Di Spanyol pengertian konsumen didefinisikan lebih luas yaitu "any individual 

or company who is the ultimate buyer or user of personal or real property products, 

services or activities, regardless on wheter the seller, supplier or producer is a public 

or private entity, acting alone or co l le~t ive ly .~~ Konsumen diartikan tidak hanya 

individu (orang) tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pernbeli atau pemakai 

terakhir. Yang perlu diperhatikan bahwa konsumen tidak harus terkait hubungan jual 

beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli. 

Undang-undang Perlindungan Konsumen India tertera pada Consumer 

Protection Xct of 1986 No 68 yang menggarnbarkan bahwa konsumen adalah setiap 

orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara 

pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual 

kembali atau lain-lain untuk keperlllan kornersial 3 '  . 

" Hondius, K,)rnurnsntenrecht dalam Mariam Darus Badrulzarnan, halaman, 38. 
'O Tim FH UI dan Depdagri, Rancangirn Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan 

Kortsumen (tidak dipublikasikan), Jakarta, 1976, hiaman 57. 

3' AZ. Nasution, Dikiat Penguntar Hukum Konsumen, Op.Cit, halarnan 4 .  



Pengenian konsumen di Australia lebih moderat. Trade practices act 1974 

sudah berkali-kali diubah. Konsumen diartikan sebagai seorarlg yang memperoleh 

barang atau jasa tertentu dengan persya~atan harganya tidak melewati 40.000 dolar 

Australia. Sejauh tidak melewati jumlah uang tersebut di atas, tujuan pembeli barang 

atau jasa tidak dipersoalan. Jika jumlah uangnya si~dah melebihi 40.000 dollar 

Australia, maka keperluannya harus khusus. 

Prof. Hans W Micklitz, seorang ahli ITukum Konsumen dari Jerman, dalam 

ceramah di Jakarta, 26-30 Oktober 1998 membedakan konsumen berdasarkan hak atas 

informasi. Sebelum melangkah lebih detail dalam perlindungan konsumen terlebih 

dahulu hams ada persamaan persepsi tentmg tipe konsumen yang akan mendapatkan 

perlindungan, menurutnya secara garis besar daoat dibedakan dua tipe konsumen, 

yaitu konsumen yang tidak terinformasi (well informed) dan konsumen yang tidak 

ter inf~rmasi .~~ Ciri-ciri tipe pertama, antara lain: 

1. memiliki tingkat pendidikan tertentu 

2. mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga sumber daya ekonomi 

yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar, dan 

3. lancar berkomullikasi. 

Dengan memiliki tiga potensi konsumen jenis ini mampu bertanggung jawab 

dan relatif tidak memerlukan perlindungan. 

Tipe konsumen kedua memiliki ciri-ciri slntara lain: 

1) kurang ~endidikan, 

2) kategori kelas menengah kebawah 

'' http://ww.bppt.go.id/ - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Powered by Mambo 
Generated, diakses 2 1 Juli 2007, 15:07 



3) tidak lancar berkomur~ikasi, konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya 

menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan. 

Berdasarkan beberapa definisi terscbut di atas menunjukkan bahwa konsumen 

memiliki arti yang berbeda-beda. Masing-masing pengertian memiliki tujuan 

(maksud) yang sania yaitu pembeli suatu barang 1 jasa. Pengertian konsumen juga 

terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan  ons sum en.^^ 

Perlindungan konsumen adalah segula upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 angka 2, yang 

terdapat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatakan bahwa konsumen adalah: 

I .  Setiap orang (subjek) yang berarti bahwa setiap ( ang yang berstatus sebagai 

pemakai barang dan 1 atau jasa. Pasal I angka (3) membedakan pengertian 

persoalan dengan menyebutkan kata-kata "perseorangan atau badan usaha". 

Per~gertian konsumen tersebut di atas tidak sebatas pada perseorangan saja. 

Konsumen yarlg dilindungi oleh UUPK adalah manusia atau makhluk lain yang 

menggunakan dan / atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan 

sendiri dan rumah tangga untuk tujuan komersial. 

2. Pemakai 

Sesuai dengan pasal 1 angka (2) UUPK mendefinisikan bahwa konsumen adalah 

konsumen akhir (ultimate consumer). Pengertian konsumen tersebut sekaligus 

menunjukkan barang dan 1 atau jasa dan bukdn hanya hasil dari proses jual beli. 

Konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang 

untuk memperoleh barang dan / abu jasa. 

'3 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Penerbit P?' Grmedia 
Wioiasarana Indonesia, Jakarta, 2004,halaman 5-1 C. 
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Semui, orang adalah konsumen karena konsumen dikaitkan dengan produk yang 

dipasarkan. Terlebih dahulu dilakukan pengenalan produk kepada konsumen yang 

dikenal dengan istilah yrodz!ct knowledge. Orang yang mengkonsumsi produk juga 

merupakan konsumen, sehingga perlu dilindungi hak-haknya. 

3. Produk dan 1 atau Jasa 

Produk dalam pengertian luas ialah barang dan atau jasa yang merupakan suatu 

proses yang ber~aitan erat dengan teknologi. Pasal 1 angka 4 Undang-undang 

Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa barang adalah setiap benda, benvujud 

mallpun tidak benvujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan 

maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 

atau dimanfaatkan oleh konsumen. D,i Perancis istilah konsumen diartikan sebagai 

 he person who obtains goods or services lor personal or family purpose".34 

Pasa! 1 angka 5 UUPK memberikan definisi bahu,., jasa adalah setiap layanan 

yang berbentuk pekerjaan atas prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh konsumen. 

Dengan adanya teknologi, produk dapat berupa beraneka macam jenis, bentuk, 

kegunaan, mhupun kualitas, sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat 

terpenuhi lebih luas, lengkrp, cepat dan menjangkau bagian terbesar lapisan 

masyarakat. Di sisi lain penggunaaq teknologi memungkinkan dihasilkannya 

produk yang tidak sesuai dengan persyaratan dan keselamatan pemakai, sehingga 

menimbulkan kerugian bagi konsumen. 

Untuk menghindari adanya produk yzng cacat atau berbahaya, maka perlu 

ditetapkan stanciar minimal yang harus dipcdomani dalam berproduksi untuk 

menghasilkan produk yang layak dan aman untuk d i pakai . Usaha tersebut 

34 Tim FH U1 dan Depdagri, Op.Cit, halaman 58 



dinamakan sebagai standardisasi yaitu proses penyusunan dan penerapan aturan- 

aturan dalam pendekatan secara teratur, bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan 

dan bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk 

meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan 

1:ondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi 

dari hasil teknologi dan pengalaman. 

UUPK mengartikan barang sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

Dalam penjelasan umum RUU perlindungan Konsumen yaitu mengkaitkan harkat 

kehidupan konsumen dengan mer~ghindarkan akibat negatif dari pemakaian 

barang atau jasa. Barang dan 1 atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah 

harus tersedia di pasaran. 

4. Barang dan / Jasa yang Tidnk untuk Dipzrdagangkan 

Berkaitan dengan istilah barang d a d  atau jasa, sebagai pengganti teminologi 

tersebut digunakan kata produk, saat ini "produk" sudah berkonotasi barang atau 

jasa. Se~nula kata produk hanya lnengacu pada pengertian 

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas yakni konsumen akhir. Batasan 

tersebut biasa dipakai dalam peraturan perlindungan untuk konsumen. Secara 

teoritis pengertian itu memiliki 1:elebihan karena berusaha untuk mempersempit 

ruang lingkup pengertian konsumen. Batasan tersebut akan mempersulit 

realisasinya di lapangan, misalnya seorang pembeli kompor gas dari toko. Untuk 

memenuhi kebutuhan yang lebih pokok, maka kompor gas tersebut dijual kembali 

kepada tetangga. Ternyata kompor gas tersebut rusak dan tetangga mengajukan 

keberatan atas kompor gas yang ditawarkan atau dibeli karena kondisinya rusak. 

35 H.C. Black's Law Dictonary, ed. 6 (St. Paul: West Publishing Co. 1990), halaman 1290 



Pertanyaan yan9 muncul yaitu yang dianggap konsumen dalam transaksi ini. 

Pengertian konsumen akan mengalami kesulitan yaitu ibu yang membeli kompor 

gas dari toko dan menjualnya kembali ke ieta~gga atau tetangga yang membeli 

kompor. Jika pemilik toko mengetahui, seoraiig pembeli telah menjual kompor 

gas kepada orang lain, dapatkah pemilik toko menolak gugatan pembeli kompor 

dengan alasan bahwa pembeli yang dimsksud bukan lagi sebagai konsumen akhir. 

Untuk itu batasan-batasan tentang ha1 tersebut tidak perlu ditetapkan dalam 
i ' 

undang-undang. Proses produksi barang kebutuhan masyarakat yang kini 

berkembang di antaranya dengan teknohgi. Produksi dalam jumlah besar diikuti 

oleh teknik promosi yang canggih dan pola distribusi produk yang meluas hingga 

ke seluruh pelosok tanah air. 

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dzngan perlindungan hukum. Oleh 

kxrena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Beberapa ha1 yang 

tevkait dengan perlindungan konsumen adalah mengenai barang dan jasa yang 

dihasilkarn dengar, melslui teknologi. Persoalan perlindungan konsumen berkaitan 

dengan persoalan teknologi manufaktur dan teknologi informasi. Dengan semakin 

berkembangnya industri dan teknologi rnemungkinkan semua lapisan masyarakat 

terjargkau oleh produk teknologi. Dengan demikian memungkinkan semua 

lapisan masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan konsumen. 

5. Produk 

Pengertian produk secara luas merupakan segala barang atau jasa yang dihasilkan 

oleh suatu proses, sehingga produl: berkaitan erat dengan teknologi. Menurut 

Pasal 1 angka 4 UUPK bahwa barmg adalah setiap bendq baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun 

tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 



dimanfaatkan oleh konsumen. Menurut Pasal I sngka 5 UUPK bahwa jasa adalah 

setiap lnyanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi 

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

Pemakaian teknologi yang makin baik memunykinkan produk beraneka macam 

jenis, bentuk dan kegunaan maupun kualitasnya, sehingga pemenuhan kebutuhan 

konsumen dapat lebih baik, lengkap, cepat dan menjangkau semua lapisan 

masyarakat. Di sisi lain pznggunaan t~knologi memungkinkan dihasilkan produk 

yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai, 

sehingga menimbulksln kerugian kepada konsumen. 

Ada 3 klasifikasi yang berhubungan dengan cacat produk yaitu kerusakan 

produk, kerusakan desain dan pemberian infonnasi yang tidak memadai36. 

Standardisasi akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Pemakaian bahan secara ekonomis, prbaikan mutu, penurunan ongkos produksi 

dan penyerahan yang cepat. 

b. Penyederfmanaan pengiriman dan penangan barang. 

c. Perdagangan yang adil, peningkatan kepuasan langganan. 

d. Interchangeability komponen memungkinkan subcontracting. 

e. Keselamatan kehidupan dan fmarta. 

Standardisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan 

produsen dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhi 

kepentingan dan mencerminkan aspirasi kedua belah pihak. Dengan adanya 

standardisasi produk maka akan memberi manfaat yang optimum kepa& konsumen 

dan produsen tanpa mengurangi hak milik dari k ~ n s u m e n . ~ ~  

36 Ny. Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dun Praklik, halaman. 14 
37 Gandi, Perlindungan Konrumen Dilihat L.ari Pengatu~.an Standardismi Hasil Produksi, 

Makalah pada Simposium. Binacipta, Jakarta,l980 halaman. 80 



Sebagai implementasi dari standa~disasi produk perlu diberikan sertifikasi 

produk (certiJicnfion marking) yang dibuat dengan tan !a SII atau SNI, yang dapat 

ditempatkan pada produk, kemasannya atau dokumennya. Tanda ini dibubuhkan oleh 
. , .  

produsen pada barang produknya setelah mendapat iiin dari Menteii Perindustrian 

sesuai dzngan pasal 6 ayat 3 SK Menteri Perindustrian Nomor 2 1 0 tahun 1979. 

Sertifikasi ini merupakan jaminan terhadap produk tersebut. Betapa pentingnya 

standardisasi di lingkungan perdugangan internasional, baik perdagangan barang 

mauFun jasa. Melalui sertifikasi produk ini akan diperoleh manfaat dan keuntungan, 

baik t.agi produsen, pemakai profesior~al, nlaupun konsumen yaitu:38 

1) Bagi produsen lebih memberikar~ bobot dan membuktikan bahwa hasil 

produksinya memenuhi persyaratan standar secara konsisten dan memberikan 

bantuan dalarn meningkatkan penjualannya di pasar dalarn dan luar negeri. 

2) Bagi konsumen umum, memberikan indikasi yang dapat dipercaya bahwa 

barang-barang produksinya sesuai detlgan persyaratan standar secara konsisten. 

3) Transaksi lebih lancar karena pemakai atau konsumel~ tidak perlu menguji dulu 

barang-barang yang akan dibelinya. 

Untuk dapat memperoleh manfaat secara maksimal, maka diperlukan 

kejujuran produsen atau pengusaha untuk sungguh-sungguh menaati peraturan 

standardisasi yang sudah ditetapkan. Pihak pemerintah perlu aktif membina dan 

mengawasi pelaksanaan standnrdisasi, sehingga diterapkan dengan baik dan benar. 

Rumusan tersebut di atas lnenunjukkan sangat beraneka ragam pengertian tentang 

konsumen. Masing-masing definisi memiliki keunggulan dan kekurangan. 

38 lbid 



2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaba 

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh 

sebab itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Perlindungan konsumen 

sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan secara hukum terhadap 

hak-hak konsumen. 

Ada empat hak dasar konsumen, yaitu:39 

I) Hak untuk mendapatkan keamanan ( the right to safety) 

2 )  Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be information) 

3 )  Ilak untuk memilih (the right lo be heard). 

4 )  Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila 

barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya. 

Empat dasar ini diakui secara international. Perkembangan organisasi yang 

tergabung dalani The International Organization of Conszrmers Union (IOCU) 

menambahkan tentang hak konvumen dengan penambahan hak pendidikan konsumen, 

hak mendapatkan ganti rugi dan hak mendapatkan lingkungan yang sehat dan 

nyaman. 

Salah satu ha1 terpenting yang harus dimiliki oleh suatu produk 1 barang 

tertentu yang akan dikonsumsi manusia adalah aman dikonsumsi. Hak-hak konsumen 

atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk 

merupakan suatu hak yang sifatnya universal, karena telah diatur secara international 

35 Empat hak ini mengacu kepada Presiden John F. Kennedy's 1962 Consumer's BI'N of 
Rights 



oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 9 April 1985 melalui The Guidelines 

for Cunsumer Protection. 40 

Di Amerika Serikat dan negara Eropa, keamanan konsumen telah diatur dalam 

The General Product ,Saj&h, Regulation 1994 yang nrerupakan implementasi dari The 

Europeun Council Directive 921 59 1992 Dalam regulasi ditetapkan mengenai syarat- 

syarat produk yang dijual di pasar merupakan produk yang aman. Title 11 of The 

Directive, comprising 3 dan 4 menqebutkan mengenai persyaratan umum keamanan 

(General Safety Requirment) dalam Article 3 (1) yang berbunyi "Producers shall be 

obliged to place only safe product on the 

Dalam rancangan akademik t:ntang Undang-undang Perlindungan Konsumen 

yang disusun oleh Tim Fakultas Hukum Universitas lndonesia dan Departemen 

Perdagangan ( 1992), hak-hak dasar konsumen ditambahkan lagi dengan nilai tukar 

yang diberikan untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum. 

Delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal 4 UUPK . Hak-hak 

konsumen tersebut antara lain dapat didefinisikan sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

1. Hak atas k~nyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan atau jasa. 

2. Hak untuk memilih barang dan atau j'lsa serta mendapatkan barang dan atau jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diberikan. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi terhadap jaminan 

barang dan atau jasa. 

John.t.1. Jacson Williar,~ J. Daery, Legal Problems of Infernalional Economic Relations. 
St. Paul Minn: West Publishing Co, 1995, halamnn 535. 

41  Stiiehen Weatheril, EL, Consumer Law and Policy Chapfer Seven, London : Longmann, 
1997, halaman 125. 

42 Pwal4 UlJ Nonier 8 tahun 1999 tentang Perlind~lngan Konsurnen 



4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang 

digunakan. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan dan upaya pcnyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara 

tepat. 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

8. Hak-hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan atau penggantian jika 

barang dan atau jasa jrang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya. 

Di samping hak-hak konsumen yang terdapat daiam pasal4 juga terdapat pula 

hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 7 yang mengatur tentang perilaku 

para produsen atau pengusaha. Kewajiban atau hak merupakan antinomi dalam 

hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Di sisi 

lain ada perlindungan konsumeri terhadap persaingan bisnis yang curang (unfair 

competition) 43. 

Dalam Hukum positif' di Indonesia, masalah permainan curang dalam bisnis 

diatur dalam pasal 382 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sejak 5 Maret 2000 

diberlakukan pula Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek 

Monopoli dan Persaingan Usitha Tidak Sehat. 

Ketentuan ini diperuntukkan bagi semua pelaku usaha, namun tidak berlaku 

bagi konsurnen langsung. Kompetisi atau persaingan antar pelaku usaha dalam jangka 

43 Shidarta, Pengetahuan Tentang Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dun Status Media 
Cetak Serta Pelnnggaran Hak-hak Konsumen Ualafi Iklan, Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan I lmu- 
llmu Sosial, Program Pascasarjana Universitas Gadjah PAada,Yogyakarta, 1994, halaman 32 



panjang secara tidak langsung berdampak negatif bagi konsumen itu sendiri. Oleh 

sebab itu hak-hak konsumen sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen itu 

sendiri. Berikut adalah hpk-hak yang diperoleh konsumen :44 

1. Hak Untuk Mendapatkan Keamanan, Kenj~al~rnanan dan Keselamatan dalam 

Mengkonsumsi Barang dan atail Jasa. 

Konsumen berhak me~idapatkan keamanan, kenyamanan terhadap barang dan atau 

jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan atau jasa tidak boleh 

membahayakan jika dikonsumsi oleh pihak konsumen. Hak untuk mendapatkan 

keamanan dan kenyamanan penting ditempatkan pada kedudukan utama karena 

selama berabad-abad berkembang pemikiran bahwa konsumen terutama pembeli 

adalah pihak yang wajib untuk berhati-hati terhadap barang atau produk yang 

aka11 dikonsumsinya. Oleh sebab itu barang dan atau jasa yang dihasilkan dan 

dipasaskan oleh pelaku usaha dapat beresiko sangat tinggi terhadap keamanan dan 

kenyamanan konsumen. Pemerintah periu memberikan pengawasan secara ketat. 

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa 

konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman dan aman serta memberi 

keselamatan pada konsumen. Konsumen hams dilindungi dari segala bahaya yang 

mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya. Setiap produk baik dari segi 

komposisi bahan, desain dan kontruksi, serta kualitasnya hams diarahkan untuk 

lnempertinggi rasa kenyamanan dan keamanan serta keselamatan konsumen. 

Untuk inenghindari adanya efek negatif atas produk yang dihasilkan terhadap 

konsumen maka produsen wajib lnencantumkan label produknya sehingga 

konsumen dapat mengetahui adanya unsur-unsur yang dapat membahayakan 

keamanan dan keselamatan dirinya. Produsen juga hams memeriksa barang 

44 Shidarta, Op. Cii, halaman 22-34 



sebelum diedarkan, sehingga produk yang kadaluwarsa atau tidak layak 

dikonsumsi segera dapat diketahui oleh konsumen. 

Produsen diharuskan bertindak jujur dalam memberi informasi mengenai 

produknya, sehingga konsumen dapat memilih produk yang terbaik bagi dirinya. 

Inforn~asi yang diberikan kepada produsen mengenai produknya diharuskan 

memiliki infcrmasi yang akurat, jujur, benar dan jelas, sehingga tidak 

mengelabuhi atau membodohi konsumen, baik melalaui iklan, billboard dan 

media lainnya. Apabila konsumen merasa dirugikan atau dikecewakan karena 

prodck yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya, 

maka produsen harus bertanggung jawab dan selalu meningkatkan pelayanan 

terbaik bagi konsumen, termasuk dalam ha1 ini hak konsumen untuk mendapatkan 

penggantian atas kerugian yang dideritanya setelah mengkonsumsi produk 

tersebut jika prodilk tidak sesuai dengan perjanjian. 

2. Hak Untuk Mendapatkan Informasi yang Benar 

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai 

informasi yang benar. lnformasi diperlukan agar konsumen memiliki gambaran 

yang jelas dan akurat terhadap produk yang akan dikonsumsinya. Informasi dapat 

disampaikan dengan berbagai cara seperti secara lisan kepada konsumen melalui 

iklan di berbagai media baik cetak mamupun elektronik, atau melalui informasi 

lewat kemasan produk, seperti mencantumkan label!;perusahaan, kualitas produk, 

jaminan halal, dan anlan dikonsumsi. 

Jika dikaitkan dengan hak konsumen terhadap keamanan dan 

kenyamanan produk, setiap produk yang beresiko terhadap keamanan konsumen 

maka perusahoan wajib me~nberikan informasi berupa petunjuk pemakaian produk 



yang benar dan jela:;. Iklan yang secara ideal dapat digunakan sebagai sarana 

pemberi informas; kepada konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data. 

Jika terdapat iklan yang memuat informasi yang tidak benar, maka tindakan 

tersebut merupakan kriteria dari kejahatan bisnis yang disebut dengan fiauulent 

misrepresentation. Bentuk kejahatan ini ditandai olen : 

a. Pemakaian pernyatazn yang jelas-jelas salah (false statement), seperti 

menyebutkan bahwa produk yang dimilikinya adalah produk yang paling 

baik dan benar tanpa menyebutkan indikator yang jelas. 

b. Pernyataan menyesatkan (misk-ad), misalnya menyebutkan adanya khasiat 

tertentu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Oleh sebab itu konsumen 

perlu mendapatkan infonasi yang akurat terhadap semua produk yang akan 

dibelinya agar terhindar dari rnasalah yang dapat merugikan konsumen itu 

sendiri. 

Konsumen telah menetapkan pilihannya atas suatu produk berdasarkan 

informasi yang tersedia dan berhak mendapatkan jaminan produk yang sesuai dan 

tertera dalam informasi. Apabila setelah mengkonsumsi produk atau barang, 

konsumen merasa telah dirugikan atau dikecewakan karena produk tersebut tidak 

sesuai dengan informasi yang diterimanya, maka produsen seharusnya mendengar 

keluhan itu dan memberikan penyelesaian yang terbaik. Perlu adanya ketulusan 

hati dari produsen untuk mengakui kelemahannya dan senantiasa meningkatkan 

pelayanan terbaik bagi konsumen. 1)alam ha1 ini termasuk hak konsumen untuk 

mendapatkan penggantian atas kerugian qang dideritanya setelah mengkonsumsi 

produk tersebut, jika produk tidak sesuai der;.gan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya. 



3. Hak Untuk Di dengar 

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak 

untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang 

berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. 

Untuk itu konsumen berhak mengajukan perm intaan informasi lebih lanjut. 

Dalam tata krama dan cara periklanan Indonesia disebutkan bahwa, bila dimintai 

oleh konsumen, maka baik perusahaan periklanan, media, maupun pengiklan, 

harus bersedia memberikan penjelasan menge~ai suatu iklan tertentu. Pengaturan 

demikian sekalipun masih berbentuk kode etik (seif regulation) akan mengarah 

kepada langkah positif menuju penghormatan hak konsumen untuk didengar. 

Dalam Pasal 54 Undang-undang No.24 tahun 1997 tentang Penyiaran, disebutkan 

bahwa lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dantatau berita jika diketahui 

terdapat kekeliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita . 

Penyanggahan berita itu mungkin adalah konsumen dari produk tertentu. Ralat 

atau pernbetulan wajib dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya satu kali 24 

jam berikutnya aku pada kesempatan pertatna pada ruang mata acara yang sama 

dan dalam bentuk serta cara yang sama dengan penyampaian isi siaran dan/atau 

berita yang disanggah.. 

Ketentuan dalam Undang-undang penyiaran jelas menunjukkan bahwa hak untuk 

didengar, yang di dalani doktrin hukum dapat diidentikkan dengan hak untuk 

membela diri. 



4. Hak Memilih dan Mendapat Barang dau atau Jasa Sesuai dengan Nilai Tukar 

dan kondisi Serta Jaminan yang Dijanjikan 

lconsumen menetapkan pilihannya atas suatu produk berdasarkan informasi yang 

tersedia dan konsumen berl~ak untuk mendapatkan produk tersebut sesuai dengan 

kondisi serta jaminan yang tertera dalam inforrnasi. Mengingat produsen berada 

dalam kedudukan yang kuat, baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan 

(bargaining power, bargaining position), maka konsumen perlu mendapatkan 

advokasi, perlindungaq scrta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak- 

haknya. Perlindungan itu dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan serta 

dilaksanakan dengan bilik. 

Hak-hak konsumen perlu tlipertegas dalam suatu perundang-undangan, sehingga 

semua pihak ba'k konsumen itu sendiri, produsen maupun pemerintah mempunyai 

persepsi yang sama dalrrm mewujudkannya. Hal ini berkaitan dengan upaya 

hukum dalam mempertahankan hak-hak kmsumen.Hak-hak konsumen perlu 

dipertahankan dan dilindungi secara h~tkum agar konsumen yang dirugikan hak- 

haknya dapat memperoleh kembali k ak-haknya secara hukum. Hal ini merupakan 

inti dari penyebutan dan penegasan dari hak-hak konsumen. Konsumen berhak 

untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kedl lukannya sebagai konsumen 

berdasarkan peraturarl perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini membuka 

kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang hak-hak baru dari konsumen di 

mass yang akan datang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Konsumen juga berhak mendapatkan pelayanan dan pembinaan serta pendidikan 

mengenai bagaimana berkonsumsi yang baik. Produsen sebagai pelaku usaha 

ajib memberi informasi yang benar dtan mendidik, sehingga konsumen semakin 



dewasa bertindak dalam memenilhi kebutuhannya, bukan sebaliknya 

mengeksploitasi kelemahan-kelemahan terutama konsumen wanita dan anak-anak 

5. Hak untuk Mendapatkan Produk Barar~g danlatau Jasa Sesuai Dengan Nilai 

'Fukar Yang Diberikan. 

Dengan hak ini berarti harus dilindungi dari permainan yang tidak wajar. Dengan 

kata lain, kuantitas dan kualitas barang danlntau jasa yang dikonsumsi tiarus 

sesuai dengan nilai uang yang dibayarkan sebagai penggantinya. 

6. Mak Cmtuk Mendapatkan Ganti Kerugian 

Pasal 19 UUPK rnenyatakan bahwa jika konsumen menderita kerugian berupa 

terjadinya kerusakan, pencemaran atau kerugian finansial dan kesehatan karena 

mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha 

wajib memberi penggantian kerugian baik dalam bentuk pengembalian uang, 

penggantian barang, perawatan: maupun memberikan santunan. 

Pasal 1504 KUH Perdata dapat digolongkan dengan nama warranty yang berupa 

janji atau jaminan dari pihak penjual bahwa barang produksinya dapat 

dipergunakan detlgan baik. Dalam ha1 ini terkandung janji bahwa dengan 

memakai dan mengkonsumsi produh tertentu yang dijualnya, penjual menjamin 

bahwa pembeli (konsumen) akan memperoleh kenikmatan, manfaat dan kegunaan 

tertentu dalam memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya janji, jaminan (warranty) 

dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu: 

a. Ekspress warranty yaitu janji yang dinyatakan secara tegas (eksplisit). 

b. Implied warranty yaitu janji yang dinyatakan secara diam-diam (implisit). 

Implied warranty dapat dibedaka~~ lagi atas: 



a. Implizd warranty of merchmtability (iaminan implisit tentang layak 

diperdagan~kail). 

b. Implied warra.qty of Jtwss for a particular purpose (jam inan imp1 isit 

tentang kecocokan untuk tu.iuan terteqtu). 

Dengan implied warrant,) of merchantability, produsen menjamin, antara lain: 

a. Barang sssuai dengan keterangan dalarn perjanjian sedemikian rupa 

sehingga dapat diterima da.larn perdagangar~ umum. 

b. Pada penjual beli genus, kualitas seharusnya layak (around the middle belt of 

quality). 

c. Barai~g seharusnya cocok untuk. tujuan tertentu yang dipergunakan. 

d. Barang yang sejenis dari suatu kontnk seharusnya sama dan sebentuk. 

e. Jika perjanjian atau sifat barang mensyaratkm, maka produk atau barang 

hams dibungkur, secara rapi serta disertai infbrmasi dan instruksi. 

f. Kualitas dan kuantitas barang seharusnya sesuai dengan janji serta gambaran 

yang nyata yang diberikan dan yang ada pada barang . 

g. Jaminan yang irnplisit lainnya bisa berasal dari kebiasaan perdagangan 

barang tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas nenggambarkan bahwa konsumen dapat 

m:mperoleh ganti rugi karena rnengkonsumsi produk yang cacat dapat dituntut 

pe~tanggungjawabannja, maka disyaatkan adanya hubungan kontrak antara 

penuntut (penggungat) dan tergugat, in privaty ofcontract. Adagium no privity-no 

liability masih menguasai jalan pikira~ di sini, termasuk jalan pikiran pembuat 

undai~g-ui~dang perdata (KUH Perdata) itu. Konsekuensinya pembeli harus 

berhati-hati dalam mcnentukan p,, lihannya atas barang yang akan dibelinya. 



Jika konsumen merasakan bahwa kuantitas rnaupun kualitas barang dan atau jasa 

yang dikonsulnsinya tidak sesuai dengan ni1s.i tukar yang diberikannya, maka 

konsumen berhak mendapat kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti rilgi 

hams sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas kesepakatan masing-masing. 

Untuk menghindar dari kewajiban memberikan ganti mgi, sering terjadi pelaku 

usaha mencantumkan klausula-klausula eksonerasi di dalam hubungannya dengan 

hukum antara produsen (penyalur) produk dan konsumennya. Klausula seperti 

barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan merupakan ha1 yang lazim ditemukan 

pada toko-toko. 

Banyak konsulnen yang lebih terpengamh oleh iklan yang kadang-kadang 

menyesatkan yang dapat menimbulkan pandangan baru dalam mencari dasar 

pertanggungjawaban produsen. Di sini warranty berdasarkan hubungan 

kontraktual tidak lagi memuaskan, sehingga diterapkan pertanggungjawaban 

berdasarkan hukum atau dami hukum. Der~gan memenuhi syarat-syarat tertentu, 

produsen demi hukum bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada 

kcns~imen karena memakai barang yang cacat dan tidak lagi berdasarkan pada 

perjarijian sebelumr,,ya. Dalam ha1 ini berarti bahwa pertanggungjawaban 

produsen terhadap konsumen beralih (bcrgeser) dari pertanggungjawaban 

kontraktual Ice pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum (tort). 

7. Hak Untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum 

Hak untuk mendapatkan ganti mgi harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak 

pelaku usaha (produsen 1 penyalur produk) untuk membuat kausul secara sepihak. 

Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapatkan tanggapan 

dari pihak-pihak terkait dalam hubungannya dengan hukum maka memerlukan 



advokasi. Dengan kata lain konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban 

secara hukum dari pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi 

produk itu. 

Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum itu sebenarnya meliputi juga hak 

untuk mendapatkan ganti rugi, tetapi kedua hak tersebut tidak berarti identik. 

IJntuk memperoleh ganti rugi, konsumen tidak selalu hams menempuh upaya 

hukum terlebih dahulu. Setiap upaya hukum pada ~' iakikatn~a berisikan tuntutan 

memperoleh ganti rugi oleh salah satu pihak. 

8. Hak Untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat 

Hak konsumen atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang 

diterima sebagai salh satu hak dasar konsumen oleh berbagai organisasi 

konsumen di dunia. 1,ingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat luas dan 

setiap mahkluk hidup addah konsumzn atas lingkungan hidupnya. Lingkungan 

hidup meliputi lingkungan hidup dalanl arti fisik dan lingkungan non f i ~ i k . ~ '  

Dalam pasal22 W 110.23 tentang Kesehatan dan Pasal5 ayat (1) UU No.23 tahun 

1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, "Setiap orang 

mempunyai hak yang sama atas 1ingl;ungan llidup yang baik dan sehat." Dalam 

ketentuan itu jelas bahwa lingkungan hidup, selain sehat juga hams baik. 

Rumusan ini tidak berbeda dengan Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian "Setiap 

Orang", selain mengacu pada manusia individual, juga kepada kelompok orang 

atau badan hukum. 

45 Koesrladi Hardjosoemantri, Hukurn Tata Lingkungan, cet 11, Gadjah Mada University 
Press, Yogyakarta, 1994, halaman 1 19 



9. Hak Untuk Dilindungi dari Akibat Negtatif Persaingan Cursing 

Persaingan curang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disebut dengan 

')ersaingan usaha tidak sehat" dapat terjadi jika seorang pengusaha berusaha 

manarik langganan atau klien pengusaha lain untuk memajukan usahanya atau 

memperluas penjualan atau pemasarannya dengan menggunakan alat atau sarana 

yang bertentangau dengan itikat baik dan kejujuran dalam pergaulan 

perekonomian.46 

10. Hak Untuk Mendapatkan Pembinaan dan Pendidikan Konsumen 

Berkaitannya dengan pembinaan dan pendidikan konsumen, konsumen harus 

mendapatkan pendidikan mengenai cara mengkonsumsi produk yang baik, aman 

d m  nyaman. Produsen harus menerangkan secara detail dan memberikan 

informasi yang benar kepada konsumen melalui iklan, informasi langsung ataupun 

melalui promosi . Hal ini untuk menjaga keselamatan konsumen dan kebenaran 

akan produk yang akan dikonsumsi agar tidak membahayakan dan merugikan baik 

untuk konsumen maupun untuk produsen.Dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumen juga perlu pelayanan yang benar dan jujur. Antara konsumen yang satu 

dengan konsumen lainnya harus diperlakukan secara adil dan bijaksana tanpa 

membeda-bedakan status apapun misalnya pendidikan, suku, agama, budaya, kaya 

miskin dan status sosial lainya. 

Uraian tersebut di atas didasarkan adanya sejumlah hak bahwa (hukum) 

konsumen perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan pihak 

46 W. Pangaribuan Simanjutak, Aspek Yurldis dun Cara Penanggulangan Persaingan 
Curang (Makalah, dibawakan pada Temu Wicara Nasional Penanggulangan Perbuatan Curang, 
Yogyakarta,l992, halaman 1. 



lain. Hak-hak ini rnerupakan hak yang sifatnya rnendnsar dan universal, sehingga 
I ' 

perlu ~nendapat jaminan dari negara atas pemenuhannya. UUPK menyatakan bahwa: 

a. Pembangunan nasional bertujuan untuk inewujudkan suatu masyarakat adil dan 

makrnur yang merata materiil dan spriritual dalam era demokrasi ekonomi 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1 945. 

b. Perlindungan perekonomian na.;ional pada era globalisasi harus dapat mendukung 

ti mbuhnya dunia usaha, sehingga meni;hasilkan beraneka ragam barang dan atau 

ja;a yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau 

jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. 

c. Untuk meriingkatkan harkat dan ma-tabat konsumen perlu meningkatkan 

kesaaaran, pengetahuan, kepedulian dan kzmandirian konsumen untuk melindungi 

dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. 

Kewajiban yang harus dilakukan seorang konsumen merupakan 

tanggungjawab bagi dirinya sendiri untuk menciptakan perlindungan bagi dirinya 

sendiri sebagai konsumen. Menurut Imam Baihaqie Abdullah kewajiban yang dimiliki 

konsumen terdiri dari 5 hal, yaitu:47 

1 . Bersikap kritis 

2. Berani bertindak 

3. Memiliki kepedulian sosial 

4. Tanggurig jawab terhadap lingkungan hidup 

5. Memiliki rasa setia kawan. 

Kewajiban yang dimiliki seorang konsumen mengandung pengertian bahwa 

kewajiban tersebut merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh 

47 AZ Nasution, Op.Cit, halaman 71 



konsumeri agar terlaksananya sebuhh tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh 

konsumen. Pasal5 UUPK telah menentukan kewajiban konsumen yaitu: 

a. Membaca atau mengiltuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 

b. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

d. Mengikuti upaya penyelesaian h k u m  sengketa perlindungan konsumen secara 

patut. 

Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha yang tercermin di dalarn asas 

perlindungan konsumen. Di samping itu keseimbangan tersebut juga tercermin di 

dalam pemberian hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Produsen 

atau pelaku uszha diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Di 

dalam pengertian ini terkandu,ag maksnd pembuat, grosir, leveransir dan pengecer 

profesional.48 

Sebagai penyeimbang dalanl ULTPK, Pasal6 menyebutkan tentang hak pelaku 

usaha yaitu: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kond~si dan nilai tukar barang dan atiiu jasa yang diperdagangkan. 

b. Hak untuk n~endapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikat tidak baik. 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 

sengketa konsumen. 

48 Agnes M Toar, Tanggung Jawab Produk, Sejarah dun Perkernbangunnya di Reberupa Neguru, 
DKlH Belanda-Indonesia , Ujung Pandsng, 1988, halaman 34 



d. Hak untuk rehabilitasi nama buik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian 

k~nsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 

e. Hdk-Hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 

Berikut kewajiban pelaku usaha ysng diatur dalam Pasal 7 UUPK antara 

lain: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiakn usahanya. 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujrlr mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan atau jasa serta men~berikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan. 

c.Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

d.Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. 

e. Melnberi kesempatan kepacla konsumen untuk nlenguji dan atau mencoba barang 

dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan a@u garansi atas barang dan atau 

jasa yang dibuat dan atau diperdagangkan. 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas keiugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang 

diperdagangkan. 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pengganti apabila barang dan atau jasa 

yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Selain kewajiban yang hams dipegang teguh sesuai dengan uraian tersebut, 

pelaku usaha juga hams melakukan usahanya dan dibatasi dengan berbagai larangan 

sebagailnana diatur dalam p,isal 8 UUPK. Apabila pelaku usaha dalam menjalankan 

usahanya melanggar Inrangan-larangan dan atau menimbulkan kerusakan, 



pencemaran dan aatu kerugian bagi konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau 

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, maka pelaku usaha berhak memberikan 

ganti rugi. Gallti rugi tersebut antara lain: 

a. Pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara 

nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 

tanggal transaksi. 

c. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 

berdasarkan pembuktian lebih lanjut nlengenai adanya unsur kesalahan. 

d. Pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi maupun terhapus dari tuntutan pidana 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan konsumen. 

Dengan demikian pokok-pokok kewajiban produsen I pelaku usaha adalah 

beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan 

konsumen dengan cam yang baik, memberikan kesempatan bagi konsumen untuk 

menguj i dan memberi kompensasi. 

Jika dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur 

dalan~ pasal 4 dan pasal 5 UUPK, tampak bahwa hak dan kewajiban produsen 

bertimbal balik dengan hak clan kewajiban konsumen. Hal yang menjadi hak dari 

konsumen merupakan kewajiban produsen untuk memenuhinya dan sebaliknya yang 

menjadi hak produsen adalah kewajiban konsumen. 

Menurut UUPK yang terdapat dalam KUH Perdata sebagaimana diatur 

dalam pasal 1474 rnemandslng bahwa produsen I pelaku usaha lebih dari sekadar 

penjual. Pelaku usaha mcmpunyai kewajiban dalam menciptakan iklim berusaha yang 



sehat yang pada akhirnya ikut bertanggun~ jawab dalam pembangunan ekono~ni 

secara ur~lum. 

Sesuai dengan ketentuan hukum, pelaku usaha atau produsen hams 

memenuhinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika produsen bersalah 

tidak dapat memenuhi kewajibannya, meka produsen berhak dituntut secara hukum 

untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya 

kewajiban itu. Produsen haws mempertanggungjawabkan secara hukum atas 

kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban itu. 

Larangan-larangan yang diberlakukan kepada produsen antara lain 

dimaksudkan untuk melindungi kepentingan produsen maupun hak-hak konsumen. 

Disamping itu larangan-larangan itu juga menunjukkan kepada produsen bahwa 

mereka mernpunyai tanggung jawab sebagai produsen sekurang-kurangnya dalam dua 

aspek : 

a. Bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha secara sehat, baik antara 

pelaku usaha ataupun dengan masyarakat konsumen. Dengan dipatuhinya 

larangan-larangan tersebut maka hal-ha1 yang menimbulkan distorsi pasar, 

persaingan tidak sehat, dan ha1 lain yang potensial untuk merusak struktur 

kehidupan ekonomi nasicnal dapat ditekan semaksimal mungkin. Hal ini berarti 

tugas dan kewajiban setta tanggung jawab setiap pelaku usaha untuk selalu 

mewujudkan keinginan yang sehat. 

b. Bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat konsumen, baik secara 

perorangan maupun keseluruhan dari kemuligkinan timbulnya kerugian terhadap 

diri konsumen maupun harta bemdanya. Tugas untuk menjaga kesjahteraan rakyat 

melalui penyedimn kebutuhan yang baik, sehat dan berkualitas juga merupakan 

tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaka. Produsen sebagai pelaku usaha 



men~punyai tanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian yang diderita 

konsumen karma memakai atau mengkonsumsi produknya yang rnenirnbulkan 

kerugian. Produsen dibebani dua jenis pertanggungjawaban yaitu tanggung jawab 

publik Can tanggung jawab privat (perdata). 

Pada dasarnya tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha juga 

merupakan tanggung jawab publik. Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas 

dan ke-wajiban ur,tuk ikut serta menciptakun dan menjaga iklim usaha yang sehat yang 

menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh sebab 

itu produsen diberi tanggung jawab atzs pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu 

melalui penerapan nilai-nilai dan norma-norma hukum, kepatutan dan menjunjung 

tinggi kebiasaan yang berlak.~ di kalangan dunia usaha. Prinsip bisnis is bisnis tidak 

dapat diterapkan, tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip bisnis untuk 

pembangunan. Pelaku usahe harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya 

melnberikan konstrib~~si pada peningkatan pernbdngunan nasional secara keseluruhan. 

Banyak ketentuan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan 

mengarahkan pelaku usaha untuk menciptakan iklim yang sehat serta dalam rangka 

menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khdsusnya di bidang usaha. 

Apabila dijumpai pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, maka 

kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administrasi maupun sanksi 

pidana. Ueberapa perbuatan yang bertentangan denga~ tujuan untuk menciptakan 
;, 

iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan. 

Peaberian sanksi sangat penting bahwa menciptakan iklim berusaha yang 

sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk itu sanksi meraupakan salah satu 

alat untuk mengembalikan keadaan ke keadaan semula seperti ketika belum terjadi 



pelanggaran (rehabilitasi). Sanksi juga sebagai alat preventif bagi pengusaha lainnya 

sehingga tidak terulang lagi pelanggaran yang s m & .  

3. Prinsfp Tanggung Jawab dalam Perlindungan Konsumen 

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa seorang 

konsumen yang dirugikan dilarn mengkonsumsi barang dan atau jasa, dapat 

menggugat pihak yang menimbulkdn kerugian tersebut. Dalam gugatan berdasarkan 

wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku 

usaha I produsen. Kerugian yang diala~ni konsumen tidak. lain adalah karena tidak 

dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha. Apabila tidak terdapat hubungan 

kontraktuai antara konsumen dengan pengusaha, maka tidak ada tanggung jawab 

secara hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal tersebut dikenal dengan 

nama Doktrin privity of conuact yang mengandung prinsip "tidak ada hubungan 

kontraktual, tidak ada tanggung jawab" (no privity-no liability principle). Dalam ha1 

ini konsumen hams membuktikan adanya unsur. unsur: 

I .  A d a ~ ~ y a  perbuatan melavvan hukum 

2. Adanya kesalahan 1 kelalaian pelaku usaha 

3. Adat~ya kerugian yang dialami oYeh konsumer. 

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian 

yang dialami oleh konsumen. 

Pada umumnya konsumen mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada 

tidaknya kesalahanl kelalaian pelaku usaha. Untuk itu paham tentang product liability 

meneka ~ k a n  bahwa tergugat dianggap telah bersalah @' esumption of quality) kecuali 

jika produsen mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Apabila 



produsen membuktikan adanya kelalaiannya, maka produsen harus mernikul resiko 

kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi/ menggunakan produknya 

Prinsip-PrinsipTanggung Jawab : 

1. Berdasarkan Unsur Kesalahan 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fi~ult liability atau 

based on fault) adalah prinsip yang unnum dianut. Prinsip ini menyatakan bahwa 

seseomng baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika 

terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. 

KUH Perdata menganut prinsip tersebut khususnya terdapat dalam 

pasal 1365,  1366,  dan 1367. Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu pasal tentang 

Perbuatan Melawan Hukum dengals menganut tiga prinsip, yaitu: 

1 )  Adanya perbuatan. 

2) Adanya kerugian 

3) Adanya hubungan kausal antarii kerugian yang diderita dengan adanya 

kzsalahan. 

Berdasxkan prinsip ini konsumen diberi tanggung jawab untuk 

membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku usaha. Tanggung jawab ini 

men~beratkan konsilmen yang m%rasa dirugikannd9 

2. 'kinsip Raduga Berdasarlcan Tanggung 3awab 

Prinsip tersebut rnenganut paham bahwa tergugat selalu dianggap 

bertanggung jawab @resumtion of liability principle) sampai perusahaan dapat 

49 Erman Rajaguguk et al, Hukum Perlind~tngan Komumen, pnyunting Flusni Syawali dan 
Ner~i Sri Imaniyati, CV. Mandar Madju, Bandung,20GO, ha1;lman 24-26. 














































































































































